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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Dewasa ini pembangunan sektor pedesaan menjadi salah satu agenda 
pembangunan yang strategis untuk diterapkan. Salah satunya upaya pembangunan 
sektor perdesaan yakni dengan mengoptimalkan potensi wisata desa dengan melakukan 
pengembangan desa wisata. Salah satu desa  yang mempunyai potensi di sektor 
pariwisata adalah desa pujon kidul yang terletak dikecamatan pujon Kabupaten 
Malang. Selain itu, pengembangan desa wisata Pujon Kidul sangat didukung dengan 
beberapa potensi iwsata yang dimiliki oleh desa tersebut seperti adanya wisata air 
terjun sumber pitu, wisata petik sayur dan buah, wisata out bound, dan wisata edukasi 
ternak sapi.1 Beberapa potensi wisata alam tersebut, menjadikan Desa Pujon Kidul  
sangat layak untuk diarahkan menjadi desa wisata yang berhasil. 
Namun, pelaksanaan pengembangan desa wisata Pujon Kidul pada awalnya 
mengalami beberapa kendala. Masyarakat desa pada awalnya kurang memiliki 
motivasi dan kesadaran untuk melakukan pengembangan desa wisata serta kurangnya 
kualitas sumber daya manusia masyarakat desa.2 Bahkan pada saat awal pembentukan 
desa wisata, banyak masyarakat yang tidak mempercayai inisiatif dari Bapak Udi 
Hartoko selaku kepala desa dan cebderung tidak mendukung langkah kepala desa untuk 
                                                          
1 Probowo, Septiofera Eresus. 2016. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata 
(Studi Pada Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol 33 No 2 Hal 
19 
2 Ibid 
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mengembangan desa wisata.3 Padahal kepala Desa Pujon Kidul berupaya untuk 
mensinergikan ketiga potensi itu menjadi suatu konsep desa wisata. Disamping itu, 
rendahnya sumber daya manusia menjadi persoalan yang cukup serius untuk 
diselesaikan mengingat sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam 
pengelolaan desa wisata. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bisa dilakukan 
dengan cara mengintensifkan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan desa 
wisata. 
Permasalahan lain dalam pengembangan desa wisata Pujon Kidul yakni adanya 
transformasi dari desa pertanian menuju desa wisata. Tranformasi tersebut 
membutuhkan keberanian untuk menghadapi tantangan dan menjawab potensi risiko. 
Tantangan awal adalah rendahnya dukungan perangkat termasuk tokoh desa terhadap 
gagasan desa wisata. Hal ini masih ditambah tidak adanya dana yang memadai untuk 
mulai mewujudkan gagasan menjadi desa wisata. Pada Tahun 2012, anggaran dana 
desa Pujon Kidul masih sebesar 172 juta dan hanya digunakan untuk biaya 
operasional4. 
Pada tahun 2012 kepala desa mulai menggerakkan kelompok masyarakat untuk 
mengelola potensi lokal, seperti sumberdaya alam, peternakan, pertanian dan seni 
budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat luas terus 
dilakukan untuk mewujudkan gagasan tersebut, sehingga pada tahun 2013 dimulai 
dengan adanya wisata edukasi yang melibatkan 130 unit biogas, budidaya pertanian 
                                                          
3 Hasil Wawancara dengan Bapak Udi Hartoko Selaku Kepala Desa Pujon Kidul pada 23 April 2019 
4 Nila Wardani, Kertas Kebijakan (Menyiapkan Angkatan Kerja Muda dan Perempuan yang Handal dan 
Berdaya Saing Kabupaten Malang, Hal. 34  
Juni 2018 
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dan peternakan serta beberapa teknik pengolahan, pengalaman pengelolaan rumah/desa 
ketahanan pangan, agrowisata dan akomodasi desa (homestay). 
Tahun 2014 pada saat mekanisme musyawarah desa, dilakukan pemetaan desa 
yang lebih menyeluruh5. Dimulai tingkat RT dilakukan pemetaan permasalahan dan 
potensi desa terutama untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Pada tahun ini pemerintah 
desa juga mulai menyusun master plan pengembangan café sawah. Pemetaan yang 
diwujudkan dalam program yang telah diakui menjadi titik balik dukungan dan 
keterlibatan para pihak di desa, seperti BPD dan LKMD, kelompok karang taruna, PKK 
dan tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya, termasuk kelompok tani/ternak. 
Dengan adanya pembentukan desa wisata, dampak yang paling terasa adalah 
peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada tahun 2012, anggaran dana 
desa pujon kidul hanya sebesar 172 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 anggaran 
dana desa pujon kidul 490 juta dengan total APBDesa mencapai hampir 1,5 Milyar 
Rupiah6.  
Pengembangan desa wisata Pujon Kidul memang merupakan langkah strategis 
desa, karena dukungan dari adanya kebijakan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang 
Desa. karena beradasarkan pada Pasal 18 dan 19 UU No 6 tahun 2014 tentang desa 
dimuat aturan terkait dengan kewenangan desa yang terdiri dari penyelenggaraan, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Selain itu, pada pasal 87 juga dimuat aturan terkait dengan badan usaha milik desa 
                                                          
5 Ibid., hal 37 
6 Laporan Finansial BUMDesa Pujon Kidul 2018 ,  http://sie.pujonkidul.desa.id/bumdes.php, diakses 17 
Februari 2019 
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(BUMDEsa) yang dapat menjadi lembaga pengelola perekonomian desa sekaligus 
pengelola objek wisata dalam desa wisata Pujon Kidul.  
Selain itu, kehadiran kebijakan tersebut menjadi pijakan awal desa pujon kidul 
membentuk desa wisata melalui asas otonomi yang diberikan. Untuk mengelola 
kegiatan desa wisata, pemerintah desa pujon kidul mengeluarkan peraturan desa No 6 
tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa pujonkidul. 
Pembentukan BUMDesa berusaha untuk mengoptimalkan aset desa agar dapat dikelola 
secara maksimal untuk kepentingan masyarakat desa. 
Peningkatan di sektor keuangan desa ini tidak lepas dari pengelolaan yang 
dilakukan oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa khususnya terkait dengan 
desa wisata memerlukan wadah khusus yang menjadi sarana bagi masyarakat dan 
pemerintah desa. Bentuk wadah khusus yang dimaksud adalah badan usaha milik desa 
(BUMDesa). Di Kabupaten Malang sudah ada 57 desa yang memiliki BUMDesa yang 
didasarkan pada peraturan desa, akan tetapi hanya 8-10% yang memiliki kategori baik 
(pengurus jelas, kepala desa dengan pengurus BUMDesa cocok, bisa dipertanggung 
jawabkan, penghasilan desa muncul). Desa pujon kidul merupakan salah satu desa yang 
sudah membentuk BUMDesa yang ditetapkan melalui peraturan desa. 
Pelembagaan BUMDesa untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi 
ekonomi desa bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah dalam upaya 
pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. BUMDesa diharapkan dapat 
menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan 
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mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDesa dapat menjadi wadah bagi 
Pemerinah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi 
yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang 
mandiri dengan berwirausaha. 
Peraturan desa nomor 6 tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan 
badan usaha milik Desa Pujon Kidul ditetapkan pada 7 juli 2015 dan menjadi landasan 
hukum BUMDesa “sumber sejahtera” mengelola setiap kegiatan unit usaha yang 
terkait dengan pengembangan desa wisata. Dengan adanya BUMDesa ini diharapkan 
mampu mengoptimalkan potensi desa sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kearifan 
lokal desa serta melibatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mendorong 
perekonomian masyarakat Desa dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di 
Desa. 
BUMDesa Sumber Sejahtera Pujon Kidul mempunyai 5 unit usaha yang 
dikelola yakni unit air bersih, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), 
Pariwisata (Cafe Sawah), Layanan Perbankan, dan Unit Simpan Pinjam. Dalam laporan 
finansial BUMDesa Pujon Kidul tahun 2018 tertera informasi bahwa unit usaha kafe 
dan unit air bersih yang dikelola oleh BUMDesa sumber sejahtera memilki saldo 
sejumlah 1,5 Milyar untuk kafe sawah dan 1 Juta Rupiah untuk unit air bersih. Saldo 
yang dimiliki oleh cafe sawah yang hampir sama dengan APBDes Pujon Kidul 
menyumbang sekitar Rp. 75.000.000 dalam Pendapatan asli Desa tahun 20177. 
                                                          
7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2017,  http://pujonkidul.desa.id/2017/05/31/apbdes-2017/, 
diakses 17 februari 2019 
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Disparitas antara saldo yang dimiliki oleh unit usaha dan kontribusi terhadap 
pendapatan asli menjadi salah satu isu penting yang harus dipikirkan bersama oleh 
pemerintah desa, pengelola BUMDesa, unit usaha yang terlibat dan masyarakat. 
Permasalahan terkait disparitas saldo yang dimiliki oleh unit usaha dengan kontribusi 
terhadap PADesa disebabkan oleh banyaknya kontribusi aliran dana dari bagi hasil 
usaha. Pada pasal 36 ayat 4 dalam perdes tentang BUMDesa dijabarkan bahwa bagi 
hasil usaha ditujukan kepada pemilik saham sebesar 40%, masing-masing 10% untuk 
penambahan modal usaha, pelaksana operasional, unit usaha, pendidikan dan sosial, 
kas cadangan, serta masing-masing 5% untuk penasihat dan badan pengawas8. 
Pembagian bagi hasil uasaha yang diatur dalam perdes tersebut secara eksplisit 
menunjukkan kurangnya perhatian terhadap peningkatan jumlah pendapatan asli desa. 
Isu lain yang harus segera diselesaikan adalah terkait dengan rendahnya unit usaha lain 
untuk bergabung dalam BUMDesa, beberapa produk hasil olahan dari masyarakat 
maupun penginapan/homestay yang ada di Pujon Kidul sebagaian besar dikelola oleh 
masing-masing pemilik unit usaha dan tidak terintegrasi dalam BUMDesa. 
Kegiatan produktif yang harusnya mampu digerakkan oleh BUMDesa dengan 
menggerakkan tenaga kerja lokal belum semuanya dikembangkan dengan optimal. Ada 
dua alasan mengenai hal ini, pertama belum semua potensi tersebut terpetakan oleh 
perangkat desa sebagai peta potensi yang komprehensif. Kedua, Sumberdaya manusia 
(terutama angkatan pemuda) masih menjadi kendala, selain karena 
                                                          
8 Peraturan Desa Pujon Kidul No 6 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha 
Milik Desa Pujon Kidul, Bab XI Bagi Hasil Usaha Pasal 36 ayat 4 
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keterampilan/kompetensi yang dimiliki masih rendah, juga belum terbangunnya 
jejaring dengan lembaga lain untuk penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan 
kompetensi tenaga kerja muda di desa9. 
Badan usaha milik desa sebagai organisasi yang ada di desa harus dilekola 
dengan baik. Organisasi merniliki berbagai macam sumber daya sebagai ‘input’ untuk 
diubah menjadi ‘output’ berupa produk barang atau jasa. Di antara berbagai macam 
sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen 
yang paling penting. Pengorganisasian SDM sangat penting dalam sebuah organisasi 
seperti BUMDesa. 
BUMDesa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program simpan pinjam dan 
lain-lain harus dikelola dengan baik. Zul Alvi (2017)10 menyatakan bahwa dari tahun 
2010-2015 BUMDesa Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat mempunyai tunggakan dari 
dana bergulir untuk masyarakat rata-rata 30 juta rupiah/tahun. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pentingnya manajemen BUMDesa dalam pengembangan desa 
wisata sehingga kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan 
tahapan pengawasan bisa berlangsung dengan baik.  
Manajemen BUMDesa akan berjalan dengan baik jika ada peran pemerintah 
yang maksimal, peran pemerintah desa dalam manajemen BUMDesa seperti menurut 
                                                          
9 Profil Desa Pujon Kidul, pujonkidul.desa.id, diakses 17 Februari 2019 
10 Zul Asvi, Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat 
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmu Administrasi FISIP Universitas Riau. Vol. 
4 No. 2 Oktober 2017 Hal 2 
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Valentine (2016)11 ada 4 poin yaitu pemerintah desa sebagai fasilitator yang 
memberikan fasilitas kepada BUMDesa termasuk fasilitas anggaran, pemerintah desa 
sebagai mediator dengan memberikan pelatihan dan motivasi kepada anggota 
BUMDesa, pemerintah desa sebagai pengelola pembangunan memberikan sosialisasi 
kepada BUMDesa agar bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, serta 
pemerintah desa sebagai pemberdayaan yang menekankan bahwa pengelolaan 
BUMDesa harus sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan. 
Peran Pemerintah desa yang terdiri dari 4 poin tersebut juga yang diterapkan 
dalam konteks manajemen BUMDEsa yang ada di pujon kidul, pemerintah desa 
mampu menggerakkan sumber daya yang dimiliki sehingga pelaksanaan kegiatan yang 
ada pada BUMDesa berjalan dengan baik. melalui anggaran dana desa, suntikan dana 
kepada BUMDesa pujonkidul terus dilakukan agar keberlangsungan kegiatan unit 
usaha terus berlanjut. Pemerintah Desa juga membuat pelatihan dan keterampilan 
terkait pengelolaan BUMDesa. 
Salah satu indikator adanya peran pemerintah desa pujon kidul dalam 
manajemen BUMDesa adalah peningkatan kemampuan ekonomi melalui unit-unit 
usaha yang dijalankan sehingga berdampak langsung kepada masyarakat. Peran 
pemerintah desa dalam manajemen BUMDesa sangat dominan sebagaimana yang 
disebutkan oleh Titin Lestari (2017)12 karena pemerintah desa mempunyai tanggung 
                                                          
11 Valentine Queen Chintary, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengellola Badan Usaha Milik Desa, 
Jurnal FISIP Universitas Trribhuwana Tunggadewi, Vo. 5. No. 2 (2016). Hal 61 
12 Titin Lestari, Peran Pemerintahan Desa Tehadap Pembangunan Perekonomian Melalui Baan Usaha 
Milik Desa Mtra Usaha Mulya Di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan 
Hulu, Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau, Vol. 4 No. 1 2017 Hal. 4 
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jawab terhadap setiap jabatan masing-masing. Tanggung jawab yang besar juga harus 
didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inisiatif menggerakkan 
potensi ekonomi lokal, penataan kelembagaan desa, dan responsivitas pemerintah desa 
untuk menjadikan BUMDEsa sebagai program unggulan dalam pemberdayaan 
masyarakat desa. 
Dominasi peran peran pemerintah juga terlihat dalam manajemen BUMDesa 
Pujonkidul. Faktor kepemimpinan dari seorang Udi Hartoko tidak bisa dilepaskan 
dalam konteks manjemen BUMDesa yang ada di pujonkidul. Inisiatif yang tinggi untuk 
mengatasi permasalahan dengan memanfaatkan potensi alam, ekonomi, dan budaya 
yang ada di pujon kidul menjadikan desa ini sebagai tujuan destinasi para wisatawan. 
Selain peran dari pemerintah desa, faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
manajemen BUMDesa menurut welli indra mayu (2016)13 disebabkan oleh pertama 
faktor kepemimpinan, manajerial, dan tata kelola. Faktor yang kedua adalah skala dan 
jangkauan unit usaha yang dijalankan BUMDesa, faktor yang ketiga adalah emansipasi 
lokal atau partisipasi masyarakat desa yang tinggi, serta fator yang terakhir adalah 
kerjasama antar aktor yang baik. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci bagaimana cara 
mengelola sebuah BUMDesa. 
Tata kelola yang baik juga dipraktikkan pada BUMDesa Sumber Sejahtera, 
dimulai dari penetapan legalitas hukum melalui peraturan desa no 6 tahun 2015 
                                                          
13 Welli Indra Mayu, Faktor-faktor Yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik 
Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Ilmu 
Pemerintahan FISIP Universitas Riau, Vol. 3 No 2 2016 Hal. 5 
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tenntang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa pujon kidul. setelah 
peraturan desa terbentuk dilanjutkan dengan penetapan direksi beserta jajaran 
dibawahnya sehingga masing-masing anggota BUMDesa bisa memahami peran dan 
fungsinya masing-masing.  
Jangkauan unit usaha dari BUMDesa Sumber sejatera telah mempunyai 5 unit 
usaha yang dikembangkan dan masing-masing unit usaha merupakan jenis usaha yang 
dekat dengan kehidupan masyarakat pujon kidul seperti layanan perbankan, layanan 
air bersih, dan pengelolaan sampah. Pemanfaatan unit usaha ini juga melibatkan 
keanggotaan masyarakat sehingga tujuan awal dibentuknya BUMDesa sebagai 
penggerak perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan maksimal. 
Tujuan pembentukan BUMDesa yang menjadi wadah untuk menampung 
seluruh kegiatan di bidang perekonomian harus memperhatikan kondisi sumber daya 
manusia dalam setiap pengambilan kebijakan. Kebijakan yang diambil organisasi 
dalam mengelola SDM-nya diarahkan pada penyatuan elemen-elemen organisasional, 
komitmen pekerja, kelenturan organisasi dalam beroperasi serta pencapaian kualitas 
hasil kerja secara maksimal.  
Pengelolaan sumber daya manusia sebagai penggerak utama dan sumber daya 
lainnya dalam organisasi BUMDesa “sumber sejahtera” bisa dilihat dari tinjauan dasar 
fungsi manajemen atau tata kelola yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling, 
dan Evaluating. Lima fumgsi manajemen yang disampaikan G.R Terry tersebut bisa 
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menjadi tinjauan analisis dalam melihat pengelolaan BUMDesa dalam pengembangan 
desa wisata di pujon kidul. 
Tata kelola BUMDesa dimulai dari tahapan perencanaan dengan 
memperhatikan beberapa indikator yaitu penetapan tujuan, prosedur, dan program dari 
BUMDesa yang hendak dibangun. Tahap yang kedua adalah pengorganisasian yang 
mempunyai indikator penempatan tugas dan fungsi masing-masing angggota, 
penetapan wewenang serta tanggung jawab. Tahapan yang ketiga adalah 
menggerakkan sumber daya yang ada dengan indikator pemberian bimbingan, saran 
dan perintah. Tahapan yang keempat adalah melakukan pengawasan dengan indikator 
menetapkan alat ukur dan tahapan yang terakhir adalah evaluasi dengan mengadakan 
tindakan perbaikan14. 
Permasalahan terkait dengan rendahnya tingkat sumber daya manusia yang ada 
dipujon kidul dalam menghadapi perubahan dari status desa pertanian menjadi desa 
wisata, bebeapa unit usaha BUMDesa yang belum memberikan kontribusi yang 
maksimal terhadap pendapatan asli desa, keengganan unit usaha lain untuk bergabung 
dalam BUMDesa, serta masih rendahnya tingkat partispasi masyarakat terhadap 
pengembangan desa wisata menjadi isu yang harus diselesaikan oleh semua pihak. 
Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada tatakelola badan usaha milik desa 
dalam pengembangan desa wisata pujon kidul. 
                                                          
14 Zul Asvi, Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat 
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmu Administrasi FISIP Universitas Riau. Vol. 
4 No. 2 Oktober 2017 Hal 11 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang permasalahan yang dijabarkan oleh peneliti diatas, maka 
rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana tatakelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam 
pengembangan desa wisata Pujon Kidul? 
2. Apa faktor penghambat tatakelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam 
pengembangan desa wisata Pujon Kidul? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui bagaimana tatakelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
dalam pengembangan desa wisata Pujon Kidul di Kabupaten Malang. 
2. Mengetahui faktor penghambat tatakeola Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) dalam pengembangan desa wisata Pujon Kidul. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
a. Menjadi salah satu kontribusi akademis dalam pengembangan konsep dan 
teori terkait dengan aspek pengembangan Desa Wisata, khususnya yang 
berkaitan dengan tata kelola BUMDesa dalam pengembangan desa wisata 
Pujon Kidul. 
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b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji 
terkait tatakelola BUMDesa dalam pengembangan desa wisata Pujon 
Kidul. 
2. Manfaat Praktis 
Ikut berkontribusi bagi pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten Malang 
dan Pemerintah Desa Pujon Kidul) dalam tata kelola BUMDesa dalam 
pengembangan desa wisata Pujon Kidul sehinggga menghasilkan output kebijakan 
yang lebih baik. 
1.5 Definisi Konseptual 
 
1. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
Konsep mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada 
dasarnya dapat menerapkan aspek-aspek dalam fungsi manajemen. Secara 
terminologi menurut G.R. Terry manajemen  adalah sebuah proses yang khas, yang 
terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 
lainnya15. Manajemen atau tata kelola dilaksanakan agar suatu organisasi dapat 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
                                                          
15Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia:Pengertian Dasar, Pengertian, dan 
Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Hal 3 
 14 
 
Di samping itu, fungsi manajemen sebagaimana disebutkan oleh Winardi16 
adalah yakni sebagai berikut: 
elemen elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses 
manjemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan 
kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu sistem yang 
setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan 
Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksnaan, pengawasan, dan evaluasi atau pengendalian.  
 
Kesimpulan yang didapat dari definisi diatas bahwa manajemen adalah 
serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, 
mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan 
mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 
Sementara itu, dalam konteks konsep tata kelola BUMDesa, berdasarkan 
kebijakan UU Desa No 6 tahun 2014, tata kelola BUMDesa dilaksanakan dengan 
semangat kekeluargaan dan gotong royong serta menjalankan usaha di bidang ekonomi 
dan atau pelayanan umum.17 Selain itu, tata kelola BUMDesa  harus dijalankan dengan 
menggunakan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan 
mekanisme yang dijalankan secara profesional dan mandiri.18 Dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa tata kelola BUMDesa tidak hanya dilaksanakan dengan menuntut 
adanya partisipasi dan upaya pemberdayaan masyarakat, namun  juga perlu 
                                                          
16 Winardi. 1993.  Asas-asas Manajemen, Cet III  Bandung: Alumni, hal 4 
17 Op.Cit UU No 6 Tahun 2014 Pasal 87 
18 Sitepu, Robby. 2018. Analisis Proses Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) di Kecamatam Wampu Kabupaten Langkat. Tesis Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sumatera Utara. Hal 25 
 15 
 
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh para pelaksana atau pengelolaa yang 
profesional yang memiliki kompetensi. 
2. Badan Usaha Milik Desa 
Pasal 1 ayat 6 UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik 
Desa, selanjutya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal 
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Penjelasan Adawiyah tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa19, 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan instrumen 
pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai 
dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi ini 
memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa 
melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan 
BUMDesa juga membawa dapak terhadap peningkatan sumber 
pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu 
melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan 
kesejahteraan secara lebih optimal. 
Pada pelaksanaannya, BUMDesa membutuhkan modal sosial (kerja sama, 
solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang 
menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas. BUMDesa berkembang 
dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk 
                                                          
19 Adawiyah, Robiatu. 2018. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Aspek Modal 
Sosial (Studi pasa BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten 
Sidoarjo). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 6. No 3 FISIP Universitas Airlangga, hal 1 
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pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUMDesa. BUMDesa juga  
merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara 
pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan 
oleh BUMDesa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi. 
3. Pengembangan Desa Wisata  
Pariwisata dipersepsikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan, 
terutama oleh bidang usaha swasta dan pemerintah. Kebutuhan lingkungan seringkali 
terabaikan dengan semakin banyaknya pembangunan obyek-obyek wisata yang 
menggerus lahan produktif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan 
kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan yang akan menimbulkan dampak 
negatif. 
Sejalan dengan dinamika tersebut, muncul perkembangan pariwisata kedalam 
berbagai terminologi seperti, sustainable tourism development, village tourism, 
ecotourism, beberapa terminologi ini merupakan pendekatan pengembangan 
kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di 
wilayah bukan perkotaan20.  
Beberapa keunggulan dari pengembangan desa wisata  menurut fildzah dkk 
diantaranya21: 
                                                          
20 Hand Out Mata Kuliah Cocept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort 
and Leisure, Gumelar S.Sastrayuda, Hal 6 
21 A’inun N, Fildzah et al. Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. 
Prosiding KS; Riset & PKM Vol: 2 No:3, hal 342 
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Munculnya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat 
menurunkan angka pengangguran di desa tersebut, selain itu desa wisata 
yang mengusung konsep ekowisata akan membuat suatu desa dapat 
mempertahankan kelestarian alam dan budaya desanya. Hal lainnya 
adalah, desa wisata dapat membuat suatu desa menjadi desa yang mandiri 
karena dapat menyediakan alternatif pekerjaan yang dapat dimasuki oleh 
masyarakat setempat. 
 
1.6 Definisi Operasional 
Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Pengembangan Desa 
Wisata Pujon Kidul 
a. Perencanaan Pengembangan Desa Wisata  
b. Pengorganisasian dalam Pengembangan Desa Wisata 
c. Pelaksanaan Pengembangan Desa Wisata. 
d. Pengawasan Pengembangan Desa Wisata. 
e. Hasil Pengembangan Desa Wisata 
2. Faktor Penghambat proses tatakelola BUMDesa dalam pengembangan desa 
wisata Pujon Kidul 
a. Kurang Optimalnya Unit Usaha TPST untuk Mendukung Pengembangan Desa 
Wisata 
b. Sumberdaya Manusia yang Kurang Kompeten dalam Pengembangan Desa 
Wisata 
1.7 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif, dimana penelitian kualitatif. 
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Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian jenis deskriptif yang 
memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang 
ada dalam obyek penelitian dan gambaran tentang fenomena-fenomena sebagai 
masalah atau kendala yang diselidiki dari lapangan sesuai dengan permasalahan 
penelitian. Menurut Hidayat Syah, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek 
penelitian pada suatu masa tertentu. 
2. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan informasi 
tentang situasi dan kondisi latar sebuah penelitian, karena subyek merupakan orang 
yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka dalam penelitian ini 
peneliti sangat berhati-hati dalam menetukan informn/subyek peneltian, agar 
mendapatkan informasi yang valid dan akurat. Penentuan subyek penelitian yakni 
melalui metode purposive sampling, yang mana berupa untuk menentukan informan 
yang mengetahui secara detail mengenai konteks penelitian. Maka dari itu dalam 
penelitian ini, subyek penelitian meliputi Kepala Desa Pujon kidul, dan Direktur 
BUMDesa Desa Pujon Kidul. Dalam penelitian ini hanya memilih 2 subjek saja yang 
 19 
 
dimana kedua subjek tersebut sudah mengetahui informasi secara detail mengenai 
konteks penelitian ini. 
3. Sumber Data 
Untuk memperoleh data yang akurat harus didukung dengan sumber informasi 
dan data yang valid. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berhubungan 
dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga data harus didapatkan dari 
sumber yang terpercaya. Menurut Sugiyono terdapat dua sumber data yang dilakukan 
dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer atau sekunder22. Maka dalam 
penelitian yang dilakukan ini terdapat dua sumber data, yaitu: 
a) Data Primer 
Data primer menurut Jonatahn Sarwono adalah data yang berasal dari sumber 
asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam 
bentuk dokumenter. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah 
teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang 
kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data23. Data primer dapat 
berupa data (catatan) hasil observasi dan data hasil wawancara Data primer dalam 
penelitian ini didapat dari subjek yang terdiri dari pengelola BUMDesa, kepala desa, 
dan pengelola unit usaha yang ada di Pujon Kidul 
                                                          
22Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta. Hal 225 
23 Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitaf dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 
126 
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b) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-
arsip, literatur, jurnal, foto, rekaman suara maupun data-data faktual dari internet yang 
berkaitan dengan judul penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupakan 
dokumen-dokumen seperti Perdes No 6 tahun 2015 tentang pembentukan dan 
pengelolaan BUMDesa Sumber Sejahtera, dokumen profil Desa Pujon Kidul yang 
meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pujon Kidul tahun 2017 dan 
2018 dan dokumen laporan kegiatan BUMDesa Sumber Sejahtera. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan 
penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil 
tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan 
data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperolehnya data detail dengan waktu 
yang relatif lama24. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Observasi 
Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung 
                                                          
24Maryadi, dkk. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi FKIP. Surakarta: Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Hlm. 14 
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maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati. Teknik pengumpulan data 
dengan metode observasi pada penelitian biasanya dilakukan untuk penelitian yang 
berkenaan langsung dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila 
responden yang diamati tidak terlalu besar25. Observasi yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan pengamatan langsung dilapangan terkait bagaimana 
pengelolaan BUMDesa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul dilihat dari ke 
enam fungsi manajemen. 
b. Wawancara 
Teknik wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data 
ketika peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan data dari 
penelitian yang harus diteliti, wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi secara 
mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Penelitian ini menggunakan 
wawancara terstruktur, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan 
instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan secara 
rinci khususnya terkait dengan Tatakelola BUMDesa dalam Pengembangan Desa 
Wisata Pujon Kidul.  
c. Dokumentasi 
Teknik Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui data 
                                                          
25 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. Hlm. 166   
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terkait penelitian, seperti instansi pemerintah. Metode Dokumentasi yang banyak 
digunakan yaitu informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik lembaga 
organisasi maupun individu26. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data 
yang sudah diolah oleh orang lain. Peneliti hanya tinggal memanfaatkan data tersebut. 
Adapun penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri dokumen dan 
arsip. Dokumen dapat berbentuk Perda BUMDesa Pujon Kidul dalam bentuk hardfile 
maupun softfile, RPJMDEsa Pujon Kidul, dan APBDesa Pujon Kidul. 
5. Fokus Penelitian 
Fokus kajian penelitian ini adalah pada manajemen Badan Usaha Milik Desa 
dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang. Disamping itu, 
penelitian ini juga berkaitan dengan faktor penghabat dalam manajemen Badan Usaha 
Milik Desa dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul. 
6. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di kantor Desa Pujon Kidul dan Kantor Badan Usaha 
Milik Desa Pujon Kidul, dan lokasi unit usaha yang tergabung dalam BUMDesa. 
7. Teknik Analisis Data 
                                                          
26Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Lapangan 
Penellitian. Malang: UMM Press. Hlm. 72 
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Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggunakan teknik analisa data yang 
dikemukan oleh Miles, Huberman dan Saldana27, analisa data kualitatif terdiri dari tiga 
komponen, yaitu : 
a. Data Condensation 
Data condesation atau kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, 
pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan dan upya mentranformasikan data yang 
muncul dari catatan lapang yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-
bahan lainnya.28 Proses ini tidak hanya berarti pelaksanaan pengumpulan data, namun 
juga melaksanakan pemilahan dan pemfokusan data sesuai dengan kebutuhan 
penelitian. Karena memang dalam proses pengumpulan data, peneliti harus harus 
cermat melakukan kondensasi mana data yang bersifat informatif dan menjawab 
permasalahan penelitian. 
b. Data Dysplay 
Langkah selanjutnya dalam proses analisis data yang adalah mendisplay atau 
menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 
mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 
merencanakan tahapan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut29. 
                                                          
27Miles, Mattew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2016. Qualitative Data Analysis: A 
Methods Sourcebook.  California: Sage Publications Inc. 
28 Ibid Hal 30  
29 Ibid 
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Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil kondesasi data untuk diolah ketahapan 
selanjutnya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap 
tata kelola BUMDesa dalam Pengembangan Desa Wisata Pujoj Kidul. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi 
Langkah ketiga dalam kegiatan analisis data yakni melakukan penarikan 
kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat final mungkin tidak muncul hingga 
pengumpalan data selsesai, karena itu sangat menentut kecermatan penelti dalam 
proses-proses sebelumnya.30  Selain itu, dalam proses nya peneliti juga harus 
melakukan verifikasi hasil kesimpulan dengan menilik kembali catatan lapang atau 
argumentasi yang telah dibuat sehingga terwujud kemantapan hasil penarikan 
kesimpulan.31 Hal ini dilaksanakan agar validitas data dapat terpunuhi dalam penarikan 
kesimpulan. Sehingga penelitian menyangkut tata kelola BUMDesa dalam 
pengembangan desa wisata Pujon Kidul dapat tercapai penarikan kesimpulan yang 
sesuai dari segi teoritis dan fakta di lapangan. 
 
 
 
 
                                                          
30 Ibid Hal 31 
31 Ibid 
